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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Kebijakan menjadi hal yang penting dalam pemerintahan, baik dalam Iingkup 

wilayah besar seperti sebuah negara dan dalam lingkup wilayah kecil seperti 

Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Kebijakan dalam susunan pemerintahan 

merupakan hal yang dicapai dan dilaksanakan bentuk perealisasiannya dalam 

masyarakat. Kebijakan mempunyai bentuk serta banyak aspek di dalamnya, 

seperti kebijakan dalam aspek kesehatan, kebijakan pembangunan, kebijakan 

pendidikan, kebijakan politik dan masih banyak aspek kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah. Pembuatan ~ebijakan serta rancangan sebuah kebijakan di 

dalamnya ada elite politik formal ataupun non formal yang ikut dalam proses 

pembuatan kebijakan. Kebijakan di daerah dibentuk atau dibuat oleh pihak 

eksekutif yang ada di daerah yaitu bupati serta wakilnya dan kebijakan tersebut 

disetujui oleh pihak legislatif, yang di daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD), sebagai contoh dalam kebijakan di daerah yang berbentuk 

PERDA (Peraturan Daerah), ada peran Bupati dalam membuat kebijakan dan 

rancangan kebijakan tersebut disetujui oleh jajaran DPRD (Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah) sebagai elite politik formal, serta ada masyarakat di dalamnya 

sebagai elite non formal yang mempengaruhi rancangan kebijakan hingga 

berbentuk sebuah kebijakan yang diterapkan. Peran elite politik dalam sebuah 

proses pembuatan kebijakan sampai pada tahap keputusan kebijakan di sini ada, 
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karena elite politik yang memiliki kekuasaan dan memiIiki kepentingan dapat 

mempengaruhi proses kebijakan. Bahan acuan dalam proses kebijakan adalah 

masyarakat, yaitu kebutuhan masyarakat di dalamnya sebab masyarakat di sini 

merupakan penerima kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Fungsi utama 

pemerintah adalah fungsi pengaturan (regulation) dan fungsi pelayan (serves).! 

Undang-undang No 32 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang 

mengatur tentang otonomi daerah, yaitu daerah mempunyai hak dan wewenang, 

serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya 

sendiri tentunya mempunyai sebuah capaian hasil dalam kebijakan yang 

diterapkan kepada masyarakat dan daerahnya, bagaimana kebijakan terse but akan 

berdampak pada masyarakatnya, serta apakah kebijakan yang diterapkan oleh 

pemerintah terse but berhasil atau terrealisasi dengan baik atau sebaliknya. 

Bojonegoro merupakan daerah di Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 

230.706 Ha dengan jumlah penduduk 1.450.934 jiwa (443.466 KK/, memiliki 

sumber daya alam melimpah berupa minyak dan gas (migas) yang tersebar di 

beberapa wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kedewan, dan 

Kecamatan Gayam. Potensi migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro 

diperkirakan mencapai 7,7 triliun kaki kubik atau setara dengan 650 juta barel, 

1 Sarundajang, S.H. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. lakarta:Pustaka Sinar Mandiri. 
2 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014:Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Bupati Bojonegoro Tahun 2013. 
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dan eksplorasi migas dilakukan dengan produksi pada tahun 2013 mencapai 

57.000 barel/hari.3 

" Walaupun kita menyadari bahwa migas adalah milik negara, namun dalam 

praktek tata kelola yang ada, sejak dieksploitasi sebenamya sudah tidak 

sepenuhnya milik Negara lagi, melainkan menjadi milik operator, para politisi dan 

pejabat birokrat" .• )4 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerja sarna dengan perusahaan 

multinasional dan intemasional dalam eksplorasi mlgas. Perusahaan tersebut 

antara lain Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL), JOB Pertamina Petrochina, 

Pertamina EP, Pertamina EP dan Pertamina EP Cepu (PPEPC)5. 

Kebijakan migas di Bojonegoro diatur dalam Perda Bupati No. 23 Tahun 2011 

ten tang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Ekplorasi 

dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten 

Bojonegoro. Perda tersebut mengacu pada Undang-undang No 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi. 

3 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014:Laporan Tahunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2013 (Annual Report The Government Of Bojonegoro Regency). 
4 *) disampaikan oleh Drs. H. Suyoto, M.Si., Bupati Kabupaten Bojonegoro dalam acara diskusi 

membahas transparansi pendapatan hasil sumber daya alam dan industri ekstraktif di Propinsi 

Compostela Valley Republik Philippines pada 22-24 Agustus 2013. Dapat dilihat pada 
https://googlcwcblight.coml?litc url=https:/ /bocahbancar. wordpress.com/20 141 I 01 12/eksploitasi­

migas-untuk-kesejahtcraan-berkclanjutan-di-kabupaten-bojoncgorol 

5 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014:Laporan Tahunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2013 (Annual Report The Government OJ Bojonegoro Regency). 
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ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) berada pada sebagian besar wilayah 

Kecamatan Gayam, sedangkan dampak dari adanya eksplorasi dan eksplotasi 

migas menyebar pada empat desa yang ada yaitu Desa Gayam, Desa Mojodelik, 

Desa Brobowan, dan Desa Bonorejo. Sebelum pengelolaan ExxonMobii Cepu 

Limited (EMCL) pengelolaan migas mengalami bebrapa perubahan operator, 

diantaranya ada Shell Indonesia pada Tahun 1950-an, PN Permigan pada Tahun 

1960-an, Lemigas pada Tahun 1965-an, Pertamina pada Tahun 1980, Technical 

Assistance (T AC) Pertamina dan Humpuss Patra Gas (HPG) pada Tahun 1990-an, 

Ampolex Ltd yang membeli 49% sahan HPG pada Tahun 1995, MEPA (Mobil 

Energy and Petroleum Australia) yang mengakuisisi sahan Ampolex Ltd, yang 

kemudian menunjuk Mobil Oil Indonesia (MOl), dan pada 1 Desember 1998 MOl 

merger dengan Exxon membentuk ExxonMobiI Corp. Selanjutnya pada Tahun 

1999, lalu pada tahun 2002 MOl melakukan drilling eksplorasi yang menemukan 

cadangan migas pada lapangan Banyu Urip.6 Adanya eksplorasi dan eksploitasi 

migas memberikan dampak yang terlihat dari empat wilayah desa tersebut, 

dampak yang terlihat adalah lahan desa yang digunakan sebagai pengeboran 

minyak, namun ada dampak lainnya yang mempengaruhi masyarakat di desa 

tersebut yaitu percepatan ekonomi dari masyarakat di sekitar wilayah pengeboran. 

Adanya Perda No 23 Tahun 2011 digunakan sebagai bahan acuan dalam 

kebijakan apa yang akan diambil oleh EMCL pada pekerja dan masyarakat 

6 Dikutip dari acara diskusi membahas transparansi pendapatan hasil sumber daya aiam dan 
industri ekstraktif di Propinsi Composteia Valley Republik Philippines pada 22-24 Agustus 2013 
oleh Bupati Bojonegoro, dapat dilihat 
https:llgoogleweblight.coml?lite url=https:! !bocahbancar. wordprcss.com/20 14/1 01 12/eksploitasi­
m.igas-untuk-kesejahteraan-bcrkelanjutan-di-kabupaten-boionegorol 
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sekitar. Kebijkaan tersebut diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan 

terhadap lingkungan sosial masyarakat, serta menjaga hubungan yang baik antara 

perusahaan dengan masyarakat. Bentuk implementasi kebijakan dari Perda dapat 

dilakukan dengan Corporate Social Responsibility (CSR), CSR sangat dibutuhkan 

dari segi program apa saja yang akan diterapkan pada masyarakatnya. Bentuk 

tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan eksploirasi dan eksploitasi migas 

tidak hanya dalam bentuk bantuan berupa pelatihan dan bantuan berupa 

perbaikan-perbaikan di sekitar wilayah terdampak, tetapi pemberian pelatihan dan 

bantuan non fonnal lainnya. Tetapi ditemui adanya masalah mengenai program 

CSR yang belum merata dalam pelaksanaannya, serta masih adanya bantuan atau 

bentuk program yang kurang berjalan dengan semestinya. 

Hal ini tertuang dalam berita pada hari Rabu 8 Juli 2015, pada situs Banyuurip 

dimana dalam berita tersebut tertulis program pendidikan yang diberikan oleh 

ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) belum berjalan dengan maksimal/ bentuk 

bantuan berupa kebijakan pendidikan bagi sekolah di sekitar wilayah pengeboran 

dinilai kurang berjalan sesuai harapan, dan masih ditemui pula bentuk kebijakan 

CSR yang dinilai masih belum berjalan dengan maksimal dan perlu perhatian dari 

pihal EMCL. 

7 Dikutip dari http://suarabanyuurip.com/kabarlbacalsebut-program-pendidikan-emcl-belum­
maksimal diakses pada Tanggal30 Oktober 2015 pukul 13.00 WIB. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang demikian, maka akan coba dirumuskan beberapa 

pertanyaan, antara lain : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan Perda No 23 Tahun 2011 (tentang 

percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan eksplorasi 

dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi) di Kabupaten 

Bojonegoro? 

2. Bagaimana implementasi Perda No 23 Tahun 2011 (tentang percepatan 

pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan eksplorasi dan 

eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi) di perusahaan 

ExxonMobil Cepu Limited (EMCL)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hasil implementasi kebijakan Perda No 23 Tahun 2011 

tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah telah dilaksanakan 

dengan baik atau belum serta mengetahui perkembangan pertumbuhan 

ekonomi di kabupaten Bojonegoro. 

2. Mengetahui kepentingan pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam 

implementasi Perda No 23 tahun 2011. 

3. Mengetahui implementasi kebijakan Perda No 23 Tahun 2011 yang sudah 

dilaksanakan oleh perusahaan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) serta 

mengetahui landasan kepentingan apa saja yang dimiliki oleh perusahan 

EMCL dalam implementasi perda tersebut. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih 

dalam lagi tentang suatu implementasi dari kebijakan dan penerapannya 

dalam masyarakat, serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut 

berjalan atau tidak dalam masyarakat. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

bentuk implementasi kebijakan serta bagaimana perusahaan mengambil 

pemikiran dengan kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah. 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Teori Implementasi Kebijakan 

1.5.1.1 Landasan Pemikiran William N. Dunn tentang Analisis Kebijakan 

Publik 

Analisis kebijkaan merupkan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan 

dalan proses pembuatan kebijkaan.8 Proses pembuatan kebijakan menurut 

William N Dunn adalah metodologi sebagi analisis kebijakan, metodologi yang 

digunakan disini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, 

menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan 

8 Harold D. Lasswell, A Preview of Policy Sciences (New York; American Elsevier Publishing 
Co.,1971) HaIL Dalam buku Dunn N. William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. 
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hall. 
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